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BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI kexsibalianelalkukan Rapat Panja membahas mengenai Daftar
Investarisasi Masalah (DIMNM) Rancangan Undang-Undang Tindals Pidana Kekerasan Selisual (RUT
TPKS). Ada sekitar 20 DI yang dibahas pada vyapat kali ind. sehingga diharapkan seluruh proses
rembahasan akan selesai pada 5 April 2022 mendatang.

Permbahasan Panja hari ini adalah mengensai jerndsjenis kelkerasan selksiial, vFciine st firnd serta
mengenai pencegahan. koordinasi dan permantauan.

“Ada penambahan materi tentang kelkerasan seksual berbasis elelktronilk, pemalcsaan
perkawinan. eksploitasi seksual. ita termasuk. Ya sehingga apa vang menjadi catatan selama ini
dari banyvak pihal itu kita akormodir,” jelas Walkil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya saat
memimpin Rapat Panja RULT TPKS di Rung Rapat Baleg DPR RI. Gedung NMusantara I, Senayan,
Jakarta, Sabtu (2/4/2022).

Baca juga: Komisi IIT DPR Inginkan Polda Kalsel Tekan Peredaran Narkoba

WAl menjelaslkan. rapat Panja ind juga kembali membahas mmengenail dana bantuan korlban
ktekerasar selksual atau yvang dikenal dengan viorirm frruse fund.

Vicefrmn st fuund ini. ditambahkannya. untuk dikelola sebagai bentualk dana restituasi atau dana
ompensasi. Kemudian vang sedang berjalan juga ada pembahasan mengenai pencegahan.,
Lkoordinasi dan pemantailart.

Adapun juga pembahasan mengenai rehahbilitasi untulk korban dan pelaku kekerasan selksual.
“Tmitulk korban kekerasan seksual bahltan juga untulk pelalku juga direhalklilitasi pada ruang yvang
alkan kita selesailkkan nanti di alkhir Panja. yaitu membahas tentang rehabilitasi. Karena pelakia
juga pada dasarnva beberapa pelaku ita adalah korban kekerasan selksual juga pada masa
sebelumnya. Ity vang menjadi catatan.” jelas Wills.

Politikus Partail WasDerm ini juga menjawab isu yvang tengah meluas di masyvarakat mengenai
tidalk adansa pemerkosaan dan aborsi dalam pembahasan RUL TERPEKS.

Tidak dicantumkannya pemerkosaan dan aborsi dalam RUTL TPKS ialah karena pemerkosaan
telah ada di KUUHP dan juga aturan mengenai aborsi sudah ada di UL Normor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan.

“Kan tidal boleh dua norima hulcum itu bertabralkan, jadi kKita menggunalcan nndang-uncdang
wvang suudah exisring Kebetulan kKita kan vang mevwwakili pemerintah juga. cdialam hal ini
wamenkumharm juga vang bertanggung jasvwalk terhadap RIKUUHP pemerkosaan meiniang ticdlalc
dimasukkan karena penjelasan beliau ada di RKUHP dan vang kedua aborsi itu ada di Undang-
TUndang Kesehatan.” tegas legislator dapil Jawa Timur XTI tersebut. (RO/OL-09)

@


http://www.tcpdf.org

